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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi peserta BPJS terhadap 

kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi. 

Artinya, pengaturan-pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan 

hukum bagi peserta BPJS terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang 

memiliki derajat yang lebih rendah tidak saling bertentangan dengan 

peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, peraturan yang memiliki 

derajat yang lebih tinggi menjadi dasar atau sumber dibentuknya peraturan 

yang memiliki derajat yang lebih rendah. Hal itu dapat dibuktikan dengan 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah 

mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang dibentuk atas perintah 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (UU SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ditemukan fakta 
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normatif bahwa belum ada peraturan yang mengatur mengenai pasal hak-

hak peserta BPJS terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara spesifik.  

2. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS terhadap kenaikan iuran 

BPJS Kesehatan meliputi: Jaminan pengaturan memperoleh subsidi atau 

bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan 

peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang kelas III. 

Dan jaminan memperoleh manfaat bagi kelas I dan kelas II; Jaminan 

pengaturan memperoleh manfaat; Jaminan pengaturan pengaduan 

ketidakpuasan terhadap pelayanan jaminan kesehatan; Jaminan pengaturan 

memperoleh nomor identitas tunggal; Jaminan pengaturan memperoleh hak 

yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; 

Jaminan pengaturan mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan 

yang seimbang dan bertanggung jawab; Jaminan pengaturan memperoleh 

informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan 

yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Kesehatan. 

B. Saran 

Pemerintah membuat revisi atau membuat peraturan teknis yang 

mendukung terkait bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS terhadap 

kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Misalnya, solusi bagi peserta BPJS yang tidak 

mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.
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